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PENETAPAN
Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Amb

~7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang
diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat/tanggal Boyolali, 11 Juni 2003, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx
XXXXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat/tanggal xxxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Juni 2002, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxxx XXXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ambarawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
272/Pdt.P/2023/PA.Amb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 15 November 2021 di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXxXX dengan wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Supriyanto bin Yoso Pawiro, yang dinikahkan
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oleh tokoh agama setempat, bernama Fathu Rokhim, dengan
maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri
oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan Maryadi;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il
berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il belum
dikaruniai anak

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahannya
ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para
Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan
tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
membuat Buku Nikah dan Kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cg. Majelis hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, PEMOHON 1 dengan
Pemohon 1l, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 15
November 2021 di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX;

- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :
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- Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Ambarawa mulai tanggal 18
Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara
ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak
yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambarawa
sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon
mengenai esensi dari itsbat nikah dan konsekuensi Hukumnya, yang
kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | atas nama

Agung Supriyanto, NIK 3309021106039001, tanggal 10 November

2020, yang bermeterai cukup dan dinazzegel yang telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata terbukti sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il atas nama

Uswatun Khasanah, NIK 3322024106020002, tanggal 25 November

2020, yang bermeterai cukup dan dinazzegel yang telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata terbukti sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon | atas nama

Agung Supriyanto, nomor 3309-LT-20092021-0023 tanggal 21

September 2021, yang bermeterai cukup dan dinazzegel yang telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata terbukti sesuai (Bukti P.3);
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4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Il atas nama
Uswatun Khasanah, nomor 5383/TP/2004 tanggal 26 Juli 2004, yang
bermeterai cukup dan dinazzegel yang telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata terbukti sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

Supadi, nomor 3309200102200002, tanggal 09 November 2020,

yang bermeterai cukup dan dinazzegel yang telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata terbukti sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

Supriyanto, nomor 3322022908084003, tanggal 31 Desember 2014,

yang bermeterai cukup dan dinazzegel yang telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata terbukti sesuai (Bukti P.3);

7. Asli Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tengaran, XXXXXXXXX XXXXXXXX, nomor

75/Kua.11.22.16/PW.01/8/2023, tanggal 16 Agustus 2023, telah

diteliti dan diperiksa terbukti sesuai ( Bukti P.4 );
B. Saksi
1. Maryadi bin Sudarso, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani,, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XX XX XX XX, di

Desa Ngagrog, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui
pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di XxxX XXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXX, pada tanggal 15
November 2021;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama Supriyanto bin Yoso Pawiro;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah

tokoh agama setempat, bernama Fathu Rokhim;
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- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya
ijab kabul adalah SAKSI 2 dan Maryadi;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang
untuk menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai
hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikabh;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat
Buku Nikah dan Kepentingan Hukum lainnya;

2. Ali Irfanudin bin Sumarno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan KAryawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun
Jembangan, xx xx xx xX, Desa Sruwen, XxXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXxXxxX di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui
pernikahan para Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di XxXxX XXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXX, pada tanggal 15
November 2021;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah
ayah kandung Pemohon Il bernama Supriyanto bin Yoso Pawiro;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
tokoh agama setempat, bernama Fathu Rokhim;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya
ijab kabul adalah SAKSI 2 dan Maryadi;
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- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon |l tidak mempunyai
hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang
untuk menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il juga tidak mempunyai
hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat
Buku Nikah dan Kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon
tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan
dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 angka 4,
Peraturan Mahkamag Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan
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Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan,
Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan
dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon
didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15
November 2021 di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Supriyanto bin
Yoso Pawiro, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar
tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama SAKSI 2 dan Maryadi, saat menikah
Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan, antara
Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan menikah secara hukum,
namun Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki bukti pernikahan sah,
sementara Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan bukti pernikahan
sah untuk membuat Buku Nikah dan Kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaima
tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara,
sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal
yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum
Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon
berkedudukan sebagai suami dan istri, maka Hakim berpendapat
Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163
HIR, jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang
mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran

positanya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3,
P.4 , P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari
akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di
hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan
bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf
¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok
dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan materiil dan sebagai akta otentik, mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan
mengikat (bindende bewijskracht) sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870
KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi
para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon
merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan
permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran
Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan cocok
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga
Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan cocok

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
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materil, maka terbukti bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il selama ini
telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat
Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka
terbukti perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il belum tercatat
di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat menikah Para
Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua)
orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para
Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan
orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya
disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1)
point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut
dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para
Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling
melengkapi serta mengetahui secara langsung dilangsungkannya
pernikahan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal
171 dan 172 HIR. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para
Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil
pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah
memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan
keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dalil-dalil
permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang
ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil

tersebut dapat dinyatakan terbukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il pada
tanggal 15 November 2021 di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I
bernama Supriyanto bin Yoso Pawiro yang pengucapan ijabnya
diwakilkan kepada tokoh agama setempat bernama Fathu Rokhim,
dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan
dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 2 dan
Maryadi;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon II
berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada larangan menikah
secara hukum;

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi wali
nikah adalah ayah kandung Pemohon Il maka pernikahan tersebut telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan para Pemohon
ada ijab kabul yang dilakukan oleh Pemohon | dan wali nikah, berwalikan
ayah kandung Pemohon Il, maka pernikahan tersebut telah menenuhi
ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pernikahan tersebut
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka Hakim berpendapat pernikahan
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang
mensyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 2 (dua)
orang saksi, jo. Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa
yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki
muslim, karenanya perkawinan tersebut secara hukum sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mas kawin dalam pernikahan
para Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai oleh
Pemohon | kepada Pemohon I, maka perkawinan tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon | dengan
Pemohon |l tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, maka Hakim
berpendapat, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan
sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada waktu menikah,
Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan serta para
Pemohon beragama Islam, maka pernikahan para Pemohon tidak
melanggar halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
9 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula
perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan
syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pernikahan para Pemohon
yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut
di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon supaya
pernikahannya yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama
setempat dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud
sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon
harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan
dengan kaidah fighiyyah dalam Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fighiyah
halaman 102 Jl s  juall (Kemadlaratan itu harus dihilangkan)

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para
ulama pendapat dalam, Ushulul Fighi dan I'anatut thalibin yang selanjutnya

diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:
1. Kitab Ushulul Fighi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

Me Jubs al oy o) pble axzg )L agais M9 a>g; ails o9,
LeiLgis]

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri

seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan

suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 275 :

wlaxlly wlebudb gl lovio ISl 2561 cals camu

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal,

waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.
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Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut
dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan
nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan
atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat
pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan
dinyatakan pernikahannya sah menurut hukum, anak yang akan atau
telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai
anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka
untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang berfungsi sebagai bukti
adanya pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)
huruf e Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada
para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, untuk
mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para
Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara’ yang berkenaan

dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, PEMOHON 1, dengan
Pemohon I, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tanggal 15
November 2021 di XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;

4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp

145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5
September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shaffar 1445
Hijriah, oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan
Agama Ambarawa, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi
oleh Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah :Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
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- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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